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�$�V�V�D�O�D�P�X�·�D�O�D�L�N�X�P���:�U�����:�E�� 

Salam sejahtera untuk kita semua 

Syaloom 

Om Swastiastu 

Namo Buddhayo 

Salam Kebajikan 

 

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang 

Maha Kuasa karena atas perkenannya pada hari ini kita masih 

diberikan kesempatan untuk melaksanakan Focus Group Discussion 

�G�H�Q�J�D�Q�� �W�H�P�D�� �´�7�D�W�D�� �.�H�O�R�O�D�� �.�H�O�D�X�W�D�Q�� �'�D�O�D�P�� �0�H�Q�M�D�J�D�� �.�H�E�H�U�O�D�Q�V�X�Q�J�D�Q��

Kehidupan l �D�X�W�� �G�D�Q�� �.�H�E�H�U�O�D�Q�M�X�W�D�Q�� �3�H�P�D�Q�I�D�D�W�D�Q�� �6�X�P�E�H�U�� �'�D�\�D�� �/�D�X�W�µ������

Kita senantiasa berdoa, semoga dengan beragam agenda dan target 

yang ada, kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapa t 

terus berkontribusi bagi pembangunan bangsa, khususnya dalam 

pembentukan legislasi yang lebih berkualitas dan partisipatif. 

 

Bapak Ibu peserta Diskusi  yang saya hormati, 

Sebagai negara maritim dengan ribuan pulau dan garis pantai 

yang luas, Indonesia menghadapi berbagai tantangan keamanan laut 

yang kompleks. Setidaknya ada dua isu besar yang selama ini muncul 

terkait dengan kelautan.  Pertama, tata kelola kelautan mulai dari 

kebijakan perencanaan   hingga   pemanfaatan   sumberdaya   laut.   

Kedua, Tata kelola sistem keselamatan, keamanan dan penegakan  

hukum di  laut. Kedua isu tersebut patut kita cermati dan sudah 
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selayaknya harus mampu dijawab, baik secara normatif dalam   

ketentuan   UU dan aturan   pelaksananya maupun pada   tataran 

empiris pelaksanaannya. 

Tata kelola kelautan merupakan upaya untuk mengelola segala 

hal berkaitan dengan laut yang bertujuan untuk mendayagunakan 

sumber daya kelautan dan wilayah laut sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Kesesuaian 

peraturan perundang-undangan dengan hukum internasional dan 

penguatan hubungan internasional dalam bidang kelautan sangat 

penting untuk memastikan perlindungan lingkungan laut, 

keberlanjutan sumber daya kelautan, dan penyelesaian konflik 

antarnegara terkait batas laut. Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa 

tentang Hukum Laut (UNCLOS) merupakan bagian dari hukum 

internasional yang mengatur secara komprehensif hak dan kewajiban 

negara-negara di wilayah yurisdiksi, terkait batas-batas maritim, landas 

kontinen, zona ekonomi eksklusif, zona tambahan, freedom navigation, 

dll.  

Tata kelola kelautan merujuk pada proses pengambilan 

keputusan, perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan sumber daya 

kelautan dan lingkungan maritim. Hal ini melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, industri, 

dan organisasi non-pemerintah. Keterkaitan dengan banyak sektor dan 

keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, tidak jarang 

menimbulkan permasalahan di lapangan, terutama terkait dengan 

koordinasi dan kewenangan antar instansi/lembaga pemerintah.  

 

Bapak Ibu peserta Diskusi yang saya hormati 

Tata kelola keselamatan, keamanan, dan penegakkan hukum di 

laut saat ini dilaksanakan oleh beberapa Kementrian/Lembaga dengan 

menggunakan dasar hukum yang juga beragam. Kompleksitas isu di 

sektor maritim nyatanya memang membutuhkan kerjasama seluruh 

stakeholder. Beberapa permasalahan tata kelola keselamatan, 

keamanan dan penegakan di laut diantaranya: 
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Pertama, Kompleksitas kewenangan lembaga di wilayah laut. 

Dalam upaya penegakan hukum dan keamanan dilaut, terdapat 13 (tiga 

belas) lembaga penegak hukum di laut. Dari beberapa kementerian 

dan/atau lembaga yang melaksanakan keselamatan, keamanan dan  

penegakan hukum di laut, terdapat 6 (enam) kementerian/lembaga 

yang memiliki armada/kapal patroli sebagai alat penegakan hukum d i 

laut, yakni TNI AL, POLRI/Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian 

Perhubungan/Dirjen Hubla (KPLP), Kementerian Kelautan dan 

Perikanan/Dirjen PSDKP, Kementerian Keuangan/Dirjen Bea Cukai, 

dan Bakamla. Lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di 

laut adalah: TNI-AL; POLRI/Direktorat Kepolisian Perairan; Kementrian 

Perhubungan (DIRJEN HUBLA); Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(DIRJEN PSDKP); Kementerian Keuangan (DIRJEN BEA CUKAI); dan 

Bakamla. 

Kedua, belum ada kesatuan komando dalam pelaksanaan 

keamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan 

wilayah yurisdiksi Indonesia. Belum optimalnya keamanan dan 

penegakan hukum di laut karena belum adanya institusi tunggal ( Coast 

Guard ) yang bertanggung jawab di bidang keamanan dan penegakan 

hukum di laut. Hal tersebut mengakibatkan beberapa persoalan 

diantaranya : (1) terjadinya kekosongan patroli di satu wilayah dan 

penumpukan di wilayah lain,  (2) Hambatan pelaku ekonomi, 

pemeriksaan berkali-kali oleh K/L berbeda, (3) K/L yang melakukan 

pemeriksaan kapal, namun apabila ditemukan ada pelanggaran tapi 

tidak berwenang melakukan penyidikan;(4) K/L melakukan 

penangkapan kapal, menyerahkan ke penyidik, namun kemudian da pat 

dibebaskan, dan (5) Terdapat oknum pelaku ekonomi yang 

memanfaatkan situasi yang belum sinergis tersebut. 

 

Bapak Ibu peserta Diskusi yang saya hormati 

UU Kelautan dimaksudkan sebagai payung hukum yang  

terintegrasi  dan  komprehensif dalam   hal   pemanfaatan   laut. Dengan    

kata lain, secara politik   hukum keberadaan UU ini telah menunjukkan 
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pandangan negara melihat laut sebagai aset strategis dalam mencapai 

tujuan pembangunan nasional.  Untuk itu, perlu adanya revisi beberapa 

ketentuan dalam UU Kelautan. Hal ini penting guna terwujudnya good 

order at sea  memerlukan tata kelola kelautan dan tata kelola sistem 

keselamatan, keamanan dan penegakan hukum di laut yang yang baik . 

Oleh karena itu saya menyambut gembira dan menyambut baik atas 

terselenggaranya Focus Group Discussion  ini dengan mengangkat topik 

sangat aktual dan penting untuk didiskusikan dari sisi hukum.  

 

�:�D�V�V�D�O�D�P�·�P�X�D�O�D�L�N�X�P���:�U�����:�E 

�2�P���6�K�D�Q�W�L�«�6�K�D�Q�W�L���2�P�«�� 

 

                                             Jakarta, 28 Mei 2024 

                                                      Kepala Badan Keahlian DPR RI  

 

 

 

 Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.                      

                                                    NIP. 19650710 1990031007  
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Para Peserta FGD yang berbahagia yang tidak dapat saya sebut 

satu persatu 

 

�$�V�V�D�O�D�P�X�·�D�O�D�L�N�X�P Warahmatullaahi Wabarakaatuh, 

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, rahayu 

 

       Puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, saat  

ini kita dapat berkumpul di ruangan ini �G�D�O�D�P���N�H�D�G�D�D�Q���V�H�K�D�W���Z�D�O�·�D�I�L�D�W����

Dalam kesempatan yang baik ini, kami atas nama Tim Pansus RUU 

tentang Kelautan DPR RI mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya atas terselenggaranya FGD pagi ini terkait dengan RUU 

tentang Kelautan. 

        FGD ini sangat berkaitan dengan proses, mekanisme, dan hukum 

acara pembahasan sebuah UU. Bahwa pembahasan UU harus 
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melibatkan partisipasi publik yang dikenal dengan �´�P�H�D�Q�L�Q�J�I�X�O��

�S�D�U�W�L�F�L�S�D�W�L�R�Q�µ��yang meliputi hak untuk didengar pendapatnya, hak 

untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan ata u 

jawaban atas pendapat yang diberikan. 

 

Hadirin yang berbahagia, 

        Sebagai keynote speaker , FGD ini sangatlah menginspirasi untuk 

melihat begitu banyak pemangku kepentingan dari berbagai latar 

belakang berkumpul untuk membahas sebuah topik yang sangat 

penting dan relevan �E�D�J�L���P�D�V�D���G�H�S�D�Q���N�L�W�D���V�H�P�X�D�����´�7�D�W�D���.�H�O�R�O�D���.�H�O�D�X�W�D�Q��

Dalam Menjaga Keberlangsungan Kehidupan di Laut dan 

�.�H�E�H�U�O�D�Q�M�X�W�D�Q���3�H�P�D�Q�I�D�D�W�D�Q���6�X�P�E�H�U���'�D�\�D���/�X�D�W�µ�� 

      Sebagai bagian dari komunitas global yang semakin sadar akan 

pentingnya menjaga ekosistem laut, FGD ini menjadi momentum yang 

berharga untuk mendiskusikan tantangan dan peluang dalam 

mengelola sumber daya laut kita dengan bijaksana. 

       Laut adalah aset tidak ternilai bagi planet kita. Kehidupan  di bumi 

dalam segala bentuk dan ukuran, sangat bergantung pada kesehatan 

dan keberlanjutan ekosistem laut. Namun, tanpa tata kelola yang 

tepat, kita dapat dengan cepat mengalami dampak yang merugikan, 

baik untuk lingkungan laut maupun bagi manusia yang bergantung 

padanya. 

      Satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa laut bukanlah s umber 

daya tidak terbatas. Sumber daya laut memiliki batas, dan jika tidak 

dikelola dengan bijak, kita berisiko kehilangannya untuk generasi 

mendatang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga 

keseimbangan antara kebutuhan saat ini dengan kebutuhan masa 

depan. 

      Dalam konteks ini, konsep tata kelola kelautan menjadi sangat 

relevan. Tata kelola kelautan tidak hanya mencakup konservasi dan 

pelindungan lingkungan laut, tetapi juga mencakup beberapa aspek 

seperti pengelolaan sumber daya, penegakan hukum, partisipasi 
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masyarakat, dan kerjasama lintas sektor dan lintas negara. 

       Kita harus mengakui bahwa tata kelola kelautan bukanlah t ugas 

yang mudah. Ini melibatkan banyak pihak dengan kepentingan 

beragam, mulai dari pemerintah dan lembaga internasional hingga 

industri, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah. Namun, 

dengan kerjasama dan komitmen bersama, kita dapat mencapai hasil 

yang posiitf. 

       Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk memperkuat 

kerjasama lintas sektor dan lintas negara. Tidak ada satu piha kpun 

yang dapat mengatasi tantangan kelautan ini sendirian. Kita semua 

harus bekerja besama-sama berbagi pengetahuan dan pengalaman, 

dan menciptakan solusi yang berkelanjutan. 

        Disamping itu, partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam 

upaya tata kelola kelautan. Mayarakat lokal sering kali memiliki 

pengetahuan tradisional yang berharga tentang lingkungan laut 

mereka, dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan  

dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. 

        Kita harus memastikan bahwa tata kelola kelautan didasarkan 

pada pengetahuan ilmiah yang solid. Kita harus terus melakukan 

penelitian dan pemantauan untuk memahami dampak dari kegiatan 

manusia terhadap ekosistem laut, serta untuk mengidentifikasi solusi 

yang paling efektif. 

Hadirin yang berbahagia, 

         Mari kita gunakan FGD ini untuk berdiskusi, berbagi ide, dan 

menciptakan strategi bersama untuk meningkatkan tata kelola 

kelautan kita. Masa depan kita dan generasi mendatang bergantung 

pada keputusan yang kita ambil hari ini. Mari kita bersatu untuk 

keberlangsungan kehidupan di laut dan pemanfaatan sumber daya laut 

yang berkelanjutan. 
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saya buka! 

 

Sekian dan terima kasih. 

Billahi taufiq wal hidayah 

�:�D�V�V�D�O�D�P�X�·�D�O�D�L�N�X�P���Z�D�U�D�K�P�D�W�X�O�O�D�D�K�L���Z�D barakaatuh  
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PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN  
KELAUTAN BERKELANJUTAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muh. Firdaus Agung Kunto Kurniawan, ST.,M.Sc.,Ph.D. 
Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut  

Kementerian Kelautan dan Perikanan 
 

Pelindungan dan pemanfaatan kelautan berkelanjutan 

merupakan mandat dan agenda dari kesepakatan global yang di 

implementasikan dalam sejumlah ketentuan hukum nasional di 

antaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. 

Pelindungan ekosistem laut dan daratan merupakan langkah 

penting yang perlu diambil untuk menjaga keseimbangan alam dan 

keanekaragaman hayati. Ekosistem laut dan daratan memiliki peranan 

yang sangat vital dalam menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi. 

Melalui upaya konservasi, dapat dipastikan bahwa ekosistem ini tetap 

sehat dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.  
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Beberapa program kelautan dalam rangka menjalankan 

pelindungan dan pemanfaatan kelautan yakni: melindungi laut dan 

ekosistemnya, mengurangi tekanan dari aktivitas perikanan, serta 

menjaga kelestarian laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dan kegiatan 

kerusakan dan pencemaran lingkungan. 

Ekosistem laut dan daratan menyediakan berbagai manfaat 

penting bagi kehidupan. Hal tersebut menjadi tempat tinggal bagi 

ribuan spesies tanaman dan hewan, menyediakan sumber daya alam 

seperti air, makanan, dan material bangunan, serta berperan dalam 

menjaga iklim global dan keseimbangan ekologi. Namun, saat ini, 

banyak ekosistem laut dan daratan yang mengalami degradasi akibat 

aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Pembangunan yang 

tidak terkendali, polusi, perubahan ikli m, serta eksploitasi sumber 

daya alam yang berlebihan mengancam keberlangsungan ekosistem 

ini.  

Untuk itu, pelindungan ekosistem laut dan daratan menjadi 

sangat penting guna menjaga keanekaragaman hayati dan memastikan 

kelangsungan hidup manusia. Konservasi ekosistem secara efektif 

dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas 

manusia dan memulihkan kondisi alam yang rusak.  

Kebijakan Ekonomi Biru untuk Kelautan dan Perikanan 

Berkelanjutan dilakukan dengan: memperluas Kawasan konservasi 

laut; penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota; pengembangan 

perikanan yang berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian wilaya h 

pesisir dan pulau-pulau kecil; serta pembersihan sampah plastik di 

laut melalui pemberdayaan nelayan. Regulasi yang ada saat ini baru 

mengatur secara umum untuk lingkungan hidup.  

Dalam melindungi ekosistem laut dan daratan, tidak hanya 

melindungi kehidupan di masa sekarang, tetapi juga memberikan 

warisan yang berharga bagi generasi mendatang. Melalui upaya 

konservasi yang berkelanjutan, dapat dipastikan bahwa 

keanekaragaman hayati tetap terjaga, sumber daya alam terjaga, d an 

lingkungan hidup yang sehat untuk kita semua. 
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Langkah-langkah kecil seperti penggunaan air dan energi yang 

hemat, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, dan memilih 

produk yang ramah lingkungan dapat berdampak besar dalam 

menjaga kelestarian ekosistem laut dan daratan. Hal ini juga dapat 

berkontribusi dengan berpartisipasi dalam kegiatan konservasi, seperti 

penanaman pohon, membersihkan pantai, atau mendukung lembaga 

konservasi lingkungan.  Dengan semangat kebersamaan dan kesadaran 

akan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati, dapat dipast ikan 

bahwa ekosistem laut dan daratan akan tetap menjadi tempat yang 

indah dan subur bagi kehidupan, sekarang dan di masa depan.  

Perkembangan pemanfaatan ruang laut saat ini dan masa 

datang memerlukan pengaturan yang lebih spesifik karna pengatur an 

yang ada saat ini belum memberikan landasan hukum dalam 

pengalokasian tata ruangbagi konservasi 30% laut. Secara 

perencanaan konservasi 30% laut sudah dimasukkan dalam 

rancangan teknokratis RPJMN. 

Adapun perlindungan ekosistem laut dan daratan untuk 

konservasi keanekaragaman hayati sangat penting dalam menjaga 

keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan di bumi. Melalui 

langkah-langkah konservasi yang tepat, seperti membentuk kawasan 

konservasi, mengelola perikanan dengan bijaksana, mengendalikan 

pencemaran, dan mengubah pola konsumsi, kita dapat memastikan 

bahwa ekosistem ini tetap sehat dan berkelanjutan. 
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KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN  
PADA TRANSPORTASI LAUT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jon Kenedi M.Mar Eng, MM, 

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai  
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut  

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia  
 

RUU Kelautan diharapkan tidak menghapus atau 

mengalihkan kewenangan KPLP sebagaimana yang sudah diatur 

dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.  

KPLP yang merupakan salah satu direktorat di bawah Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan 

dikukuhkan pada tanggal 30 Januari 1973. Namun kiprahnya 

dalam menjaga lautan nusantara telah dimulai bahkan s ejak 
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sebelum kemerdekaan RI. 

KPLP mengemban tugas Negara sebagai penjaga keamanan 

dan keselamatan pelayaran, awak kapal negara KPLP adalah 

garda terdepan yang mengemban tugas tersebut disamping 

sebagai law enforcement atau penegakan hukum untuk 

kepentingan keselamatan pelayaran.  Keberadaan KPLP telah 

membuat Indonesia menjadi lebih disegani dan memberikan 

kontribusi besar dalam menjaga pemenuhan aturan konvensi 

dalam beberapa aspek, antara lain kelaiklautan, keselamatan, 

keamanan, ketertiban, dan perlindung an maritim.  

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut telah ditetapkan sebagai administrator 

maritim (maritime administration)  Indonesia yang keberadaannya 

menjadi perwakilan negara di International Maritime Organization  

(IMO) atau Dewan Organisasi Maritim Internasional. Tentunya, 

KPLP yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut juga banyak berperan di organisasi maritim internasional 

tersebut khususnya di bidang keselamatan, keamanan pelayaran 

dan perlindungan lingkungan maritim. 

Adapun penunjukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

selaku administrator maritim di IMO tersebut tertuang dalam 

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 2015 

tentang Kementerian Perhubungan, pasal 44 ayat (1) yang 

menetapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi 

penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi 

Pemerintah pada Organisasi Maritim Internasional dan/atau 

Lembaga Internasional di Bidang Pelayaran lainnya, sesuai 

peraturan perundang-undangan.  

Hal ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk ikut 

serta dalam menentukan kebijakan-kebijakan IMO yang sangat 

berpengaruh pada dunia kemaritiman. Keanggotaan Indonesia 

dalam Dewan IMO ini juga sangat mendukung dan sejalan dengan 

visi Presiden RI, Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia 
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sebagai poros maritim dunia. 

Setiap kapal harus menerapkan aturan standard 

International Maritime Organization (IMO) dan International 

Labour Organization (ILO), antara lain terkait keselamatan di laut, 

perlindungan lingkungan maritim, kondisi kerja, dan kehidupan 

awak kapal. Dengan demikian, setiap kapal, terutama kapal-ka pal 

asing yang masuk wilayah perairan Indonesia dapat dipastikan 

telah memenuhi standar internasional. Indonesia juga jadi lebih 

disegani dan memberikan kontribusi besar dalam menjaga 

pemenuhan aturan konvensi dalam beberapa aspek, antara lain 

kelaiklautan, keselamatan, keamanan, ketertiban, dan 

perlindungan maritim. 

KPLP juga rutin melakukan hubungan kerjasama dengan 

Sea and Coast Guard berbagai Negara seperti UK Coast Guard dan 

US Coast Guard, baik untuk melakukan pemantauan dan patroli 

bersama, maupun untuk bekerjasama dalam hal peningkatan 

kapasitas SDM. Saat ini, KPLP memiliki banyak personil di 

seluruh Indonesia yang dilatih khusus dan memiliki fungsi 

penyidikan dan penegakkan hukum berdasarkan Ketentuan 

Nasional maupun Internasional . Sistem keselamatan pelayaran 

dimulai dari keselamatan kapal sampai keselamatan pelayaran 

dan terdapat 155 pelabuhan yang sudah terhubung dengan 

teknologi/sistem Inaportnet. 

Regulasi keselamatan pelayaran dalam Peraturan Presiden 

Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan, 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ditetapkan menjadi 

penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi 

pemerintah pada organisasi maritim internasional di bidang 

pelayaran lainnya sesuai peraturan perundang- undangan. 

Dalam rangka menjaga keselamatan pelayaran, KPLP telah 

melakukan pengawasan intensif terhadap kapal asing maupun 

berbendera Indonesia sebelum beroperasi di perairan Indonesia. 

KPLP juga menjalin kerja sama bilateral, regional, dan multilateral 
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dengan sejumlah negara serta organisasi internasional. 

KPLP senantiasa berkomitmen untuk berperan aktif dalam 

melindungi lingkungan maritim. Hal ini telah diwujudkan 

bersama melalui kegiatan operasi rutin pemantauan pencemaran 

serta latihan bersama penanggulangan pencemaran khususnya 

penanganan tumpahan minyak dengan coast guard  negara 

tetangga. 

Dirjen Perhubungan Laut berpesan agar setiap insan KPLP 

dapat menjaga komitmen, selalu mengedepankan profesionalitas 

dalam menjalankan tugas, dan memberikan manfaat dalam 

mewujudkan keselamatan dan keamanan pelayaran serta 

perlindungan lingkungan maritim sebagai upaya mendorong 

Indonesia sebagai poros maritim dunia. 

Saat ini sistem tata kelola keselamatan dan keamanan 

pelayaran yang berlaku adalah multi agency multi task namun 

pelaksanaan yang ada tersebut menimbulkan tumpang tindih 

secara regulasi. 

Kondisi ini terjadi karena ada banyaknya undang-undang 

yang mengatur penegakan hukum di laut, dalam satu undang-

undang subyek pelakunya bisa lebih dari satu instansi. Keadaan 

ini bisa memunculkan perbedaan persepsi kewenangan yang 

cenderung mengarah pada ego instansional. Perbedaan tersebut 

sangat memungkinkan terjadinya miskoordinasi yang pada 

akhimya menjadi tidak efisien dan efektifnya penyelesaian 

permasalahan penegakan hukum dan keamanan di laut. 
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PERAN SEKTOR PELAYARAN DALAM MEWUJUDKAN  
EKONOMI KELAUTAN YANG BERKELANJUTAN  

 

 

Darmansyah Tanamas 

�,�Q�G�R�Q�H�V�L�D�Q���1�D�W�L�R�Q�D�O���6�K�L�S�R�Z�Q�H�U�V�·���$�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q (INSA)  

 

Konsep poros maritim pada tahun 2014 dapat di highlight yaitu 

mengelola dan menjaga sumber daya laut dengan fokus kelautan 

(mencakup perikanan, pariwisata, migas, mineral, dsb) dan kedaulatan 

pangan berbasis kelautan melalui industri perikanan dengan nelayan 

sebagai pilar utama. Selain ekonomi maritim, ada infrastruktur 

maritim, disinilah terdapat peran dari pelayaran termasuk 

infrastruktur pelabuhan dan industri pelayaran. 

Pembangunan kemaritiman pada tahun 2024-2045 menurut 

Bappenas, strategi pembangunan bertumpu pada ekonomi maritim, 

peradaban maritim, dan kekuatan maritim. Berdasarkan 

pembangunan ekonomi kemaritiman, lepas pantai  ekonomi maritim 
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menjadi kontributor ekonomi maritim terbesar pertama dan  

transportasi laut menjadi kontributor ekonomi maritim kedua.  

Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 (dua) benua dan 

2 (dua) samudera sehingga Indonesia menjadi salah satu jalur 

internasional. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di bagi menjadi 3, 

yaitu ALKI 1, ALKI 2, dan ALKI 3. ALKI ini dapat dilalui oleh kapal -

kapal internasional. ALKI memiliki risiko keamanan dan keekonomian 

karena terkait dengan batas wilayah perairan, sumber daya alam, 

sumber daya manusia, dan jalur perdagangan. 

Perjalanan pelayaran nasional di bagi menjadi beberapa era. 

Dimulai dari era sebelum tahun 1980, era ini merupakan era keemasan 

pelayaran nasional karena di dorong adanya freight confrence  

Indonesia-Eropa dan Asia. Pada era tahun 1984 pelayaran nasional 

meredup karena kebijakan scrapping policy  yang menyebabkan 

industri pelayaran meredup. Pada tahun 2005 dengan adanya asas 

sabotage , industri pelayaran mulai bangkit namun belum memiliki 

daya saing di dunia internasional. Asas sabotage  diperkuat dengan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Inpres 

Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran 

Nasional. 

Pelayaran tidak hanya menyangkut angkutan di perairan, 

menyangkut juga perlindungan lingkungan maritim, keselamatan dan 

keamanan serta kepelabuhanan. Angkutan di perairan terdiri dari 

angkutan laut, angkutan sungai dan danau serta angkutan 

penyebrangan. Angkutan laut terdiri dari angkutan laut dalam negeri, 

angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, dan angkutan laut 

pelayaran rakyat. 

Esensi asas sabotage  tidak hanya bicara terkait dengan ekonomi 

saja namun juga terkait dengan kedaulatan negara, pemberdayaan 

industri pelayaran, ekosistem industri maritim, dan logistik nasional. 

Angkutan laut memiliki peran dalam sistem logistik nasional. 

Transportasi prinsipnya merupakan konektivitas baik di intra-island  

(konektivitas lokal), inter-island  (konektivitas nasional) dan 
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internasional (konektivitas global), ini menjadi titik lemah konektivitas 

di laut.  Sektor logistik Indonesia berbeda dengan negara lain. Kegiatan 

logistik Indonesia membutuhkan konektivitas multimoda. Masing -

masing moda transportasi memiliki tantangan.  

Freight kapal sudah cukup efisien dan hanya menjadi bagian 

kecil dari total biaya logistik nasional secara door to door . Komposisi 

biaya angkutan laut hanya berperan 19% dari keseluruhan biaya 

logistik, masih ada sektor lain yang berpengaruh dalam biaya logistik 

seperti pergudangan, trucking , dll. Sea and coast guard  terkait dengan 

biaya logistik, karena perlu ada kepastian dalam operasional kapal 

angkutan niaga. Kapal sudah memiliki surat persetujuan berlayar, 

namun dalam perjalanan ada pemeriksaan lagi, dan pemeriksaan 

dilakukan berulang kali dengan instansi yang berbeda, karena masing-

masing instansi menjalankan kewenangannya. Pemeriksaan yang 

berulang tersebut mengakibatkan keterlambatan, barang angkutan 

rusak, dan kenaikan cost yang cukup tinggi, secara otomatis cost biaya 

logistik menjadi tinggi. Kenaikan cost tersebut dibebankan kepada end 

user  atau konsumen.  

Peraturan Pemerintah tentang sea and coast guard  sampai 

dengan saat ini belum dibentuk, pelaku usaha tidak 

mempermasalahkan siapa yang me lead  yang terpenting adalah satu 

wadah tunggal yang dapat menyelesaikan masalah secara menyeluruh. 

Diharapkan hanya ada satu lembaga atau badan tunggal yang 

dibentuk oleh dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. 

Berbagai instansi yang memiliki kewenangan penyidikan di laut 

seluruhnya agar bergabung dalam sea and coast guard . Sea and coast 

guard  harus merupakan lembaga PPNS (instansi sipil) yang diakui oleh 

IMO karena pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi IMO. 
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PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT,  

ENERGI BARU TERBARUKAN, DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN 
DALAM PRESPEKTIF PENGATURAN RUU KELAUTAN  

 
 

 

DR. Ahmad Redi, S.H., M.H. 
Dosen Fakultas Hukum Universitas Borobudur 

 
Dalam RUU Kelautan pada Pasal 14 sudah muncul bagaimana 

pemanfaatan sumber daya kelautan. Sumber daya kelautan harus 

dimanfaatkan untuk the greatest happiness for the greates number , 

memberikan faidah bagi sebanyak-banyaknya orang. Perubahan RUU  

tentang Kelautan menjadi momentum dasar untuk mereposisi, 

merefungsi, memperbaiki keberadaan kelembagaan sea and coast 

guard . Ego sektoral dan benturan kepentingan antara kementerian dan 

lembaga sangat kuat sehingga pengaturan mengenai sea and coast 

guard  yang ideal sampai saat ini belum tercapai. 

Sektor sumber daya kelautan dianggap vital karena laut 

merupakan sumber daya alam yang sangat mayoritas keberadaannya 
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di muka bumi dengan memahami bahwa 70% permukaan bumi terdiri 

dari laut dan garis pantai Indonesia menjadi garis pantai terpan jang 

kedua di dunia, sehingga memiliki potensi laut luar biasa yang dapat 

memberikan kemakmuran bagi sebesar-besarnya rakyat. Banyak 

persoalan kelautan yang dapat menjadi petaka dibandingkan karunia, 

padahal Tuhan memberikan sumber daya untuk dimanfaatkan dan 

menjadi karunia bagi manusia. Ada beberapa energy proportions  yang 

dapat di atur dalam RUU tentang Kelautan dan keberadaan energi la ut 

ini penting bagi masyarakat. 

Kedaulatan dan ketahanan energi Indonesia bermasalah karena 

masih menggantungkan kepada sumber energi batu bara. Ada 

beberapa sumber daya kelautan yang dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber daya energi dan sudah digunakan pada negara maju, seperti 

wave  (ombak), tides  (gelombang), dan temperature differences  (ocean 

thermal energy converter ). Sumber daya energi laut ini setidaknya dapat 

di atur dalam RUU tentang Kelautan. Tidak hanya dalam konteks 

perikanan, konteks sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tapi 

juga konteks sumber daya energi laut. Laut menghasilkan dua jenis 

energi, yaitu energy thermal  dari panas matahari dan energy 

mechanical  dari gelombang pasang dan ombak. 70% dari permukaan 

bumi adalah lautan, sehingga energi yang dihasilkan oleh laut dapat 

�G�L�D�Q�J�J�D�S���V�H�E�D�J�D�L���V�X�P�E�H�U���H�Q�H�U�J�L���´�W�D�N���W�H�U�E�D�W�D�V�µ���� �%�L�D�V�D�Q�\�D���\�D�Q�J���W�H�U�M�D�G�L��

di laut adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan. World Energy 

Council  memperkirakan ada sekitar dua terawatt energi bersih dan 

terbarukan yang dapat dihasilkan oleh lautan di seluruh dunia. Potensi 

tersebut setara dengan dua kali lipat hasil pembangkit listrik yang ada  

di dunia saat ini.  

Wave (ombak) terjadi akibat angin yang berhembus di atas 

permukaan laut. Wave memiliki energi yang sangat besar. 

Diperkirakan tenaga yang dihasilkan wave  yang menghantam di 

seluruh tepi pantai dunia berkisar sekitar 2-3 juta megawatt. Potensi 

energi yang dihasilkan oleh wave  sangat besar dibandingkan potensi 

energi dari laut lainnya, dan tenaga wave  dapat dieksploitasi di 
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berbagai tempat. Negara berpotensi paling tinggi adalah negara dengan  

garis pantai yang luas dan angin yang kuat. Contoh lokasi yang baik 

di Indonesia adalah Sumatera bagian selatan dan Jawa bagian b arat. 

Salah satu cara memanfaatkan energi wave  adalah dengan 

memfokuskan atau membelokkan ombak ke dalam saluran yang 

sempit untuk meningkatkan tenaga dan besarnya ombak. Ombak 

kemudian dialirkan menuju kolam penangkapan atau digunakan 

langsung untuk memutar turbin. Dengan mengalirnya air ke dalam 

dan keluar kolam, energi tersebut dapat secara langsung 

menghidupkan generator atau berpindah kepada cairan, air, ataupun 

udara yang kemudian menggerakkan turbin/generator. Manfaat wave , 

bersifat berkesinambungan dan dapat diperkirakan, tidak 

memproduksi polusi berbentuk cairan ataupun padatan, dan hampir 

tidak memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. Kerugian wave , 

kemungkinan adanya ancaman terhadap navigasi dari tabrakan 

dikarenakan alat pembangkit yang cenderung sulit diamati, gangguan 

terhadap garis jangkar untuk komersil dan olahraga memancing, 

degradasi pemandangan laut yang indah dikarenakan alat pembangkit 

energi wave  terletak di dekat garis pantai. 

Tides (gelombang pasang) merupakan fenomena yang 

diakibatkan tarikan gravitasi bulan dan matahari, serta rotasi bumi. 

Dalam gelombang pasang naik dan turun terdapat energi yang 

berlimpah. Agar energi tidal  dapat berfungsi dengan baik, diperlukan 

gelombang tidal  yang besar (setidaknya 10 kaki) untuk dapat 

menghasilkan energi yang bernilai ekonomi. Sayangnya hanya ada 

beberapa tempat di mana kondisi ini dapat terpenuhi di dunia. Energi 

tidal  telah digunakan sejak abad ke-11, ketika sebuah dam kecil 

dibentuk pada muara laut dan Sungai kecil. Air pasang dibalik dam 

tersebut digunakan untuk menggerakkan kincir air untuk menggilas 

gandum. 

Manfaat tidal , sumber energi yang dapat diandalkan dan mudah 

diprediksi (naik dan turunnya gelombang pasang dipengaruhi gerakan 

bulan yang teratur, tidak seperti turbin angin yang sangat tergantung 



 

 
15 

dengan kekuatan angin), sangat banyak energi di daerah tertentu, 

tidak memproduksi polusi cairan ataupun padatan, melindungi garis 

Pantai, berguna di daerah yang mudah dihantam angin puting beliung 

dan zona erosi. Kerugian tidal , dapat mengubah tingkat tidal  dan 

mengakibatkan kekeruhan air, instalasi dan pemeliharaan sangat 

mahal, dapat mempengaruhi navigasi kapal dan rekreasi, jeda waktu �² 

12 jam antara gelombang pasang tinggi dan rendah, potensi kerugian 

terbesar dari energi tidal  adalah efek stasiun pembangkit terhadap flora 

dan fauna di muara. 

Ocean Thermal Energi Conversion  (OTEC). Sistem OTEC 

menggunakan gradien suhu natural laut untuk memproduksi Listrik. 

Permukaan laut bersifat lebih hangat karena terpapar sinar matahari, 

namun di bawah permukaan laut sangat dingin. Pembangkit Listrik 

dapat dibentuk dengan memanfaatkan perbedaan temperature  

tersebut untuk menghasilkan energi. Selama perbedaan suhu antara 

permukaan laut yang hangat dengan laut dalam yang dingin berikisar 

di antara 20°C (36°F), sistem OTEC dapat memproduksi energi yang 

berjumlah sangat besar. Pentingnya perbedaan suhu yang cukup jauh 

mengakibatkan terbatasnya aplikasi OTEC di daerah tropis. Manfaat 

OTEC, memiliki potensi untuk menghasilkan tenaga listrik yang sangat 

besar. Menghasilkan air desalinasi untuk kebutuhan industri, 

agrikultur, serta kebutuhan perumahan. Menghasilkan air-

conditioning  (AC) bagi bangunan. Tidak menghasilkan polusi cairan 

maupun padatan. Memiliki potensial yang sangat signifikan dalam 

menyediakan listrik yang bersih dan hemat biaya untuk masa depan. 

Kerugian OTEC, pembangkit tenaga OTEC sangat mahal untuk 

didirikan. Pembangkit yang ada hanya dapat menghasilkan 1-3% 

efisiensi dari listrik yang seharusnya dapat dihasilkan. Secara geografis 

hanya dapat didirikan di beberapa tempat. Listrik juga harus 

dikirimkan ke daratan. Diperkirakan perlu sekitar 10-20 tahun hingga 

teknologi OTEC dapat menghasilkan Listrik secara ekonomis. 
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DISKUSI DAN TANGGAPAN SESI I 

 

Penanya 1 : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum 

Terkait persoalan politik regulasi, dapat dilihat bahwa semuanya 

berujung pada bagaimana politik regulasi berkaitan dengan persoalan 

kelautan. Jika bicara tentang ekosistem kelautan maka akan 

melibatkan banyak stakeholder, kebijakan, bahkan regulasinya pun 

saling terkait, sehinga menimbulkan pertanyaan besar bagaimana 

mendesain hukumnya. Jika merujuk pada proses legislasi saat ini 

misalnya, dalam Prolegnas sudah dimunculkan RUU Keamanan Laut, 

namun belum diproses. Kemudian terdapat Revisi UU Kelautan yang 

jika dilihat dari substansinya memasukan materi tentang Bakamla. 

Dalam proses penyusunannya, saat ini DIM terkait Revisi UU Kelautan 

dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat banyak poinny a, 

karena direspon dari berbagai Kementerian/Lembaga. Hal ini 

menunjukkan bahwa banyak yang berkeinginan untuk memasukkan 

materi perubahan sehingga substansi materinya menjadi sangat 

meluas.  

Adapun salah satu narasumber dalam FGD ini, Dr. Ahmad Redi, 

yang pada saat itu ikut membahas bersama UU Cipta Kerja dan UU 

No. 13 Tahun 2012 yang melahirkan metode omnibus.  Badan Keahlian 

�'�3�5�� �5�,�� �P�H�P�S�X�Q�\�D�L�� �N�H�Z�D�M�L�E�D�Q�� �X�Q�W�X�N�� �P�H�Q�M�D�J�D�� �´�S�D�N�H�P-�S�D�N�H�P�µ��

regulasi. Dengan metode omnibus ini, bagaimana membangun hukum 

kedepannya, karena kita tidak ingin lahirnya suatu undang-undang 

malah menghilangkan banyak undang-undang sectoral lainnya 

bahkan sistem hukum lain secara parsial. Pertanyaan mendasarnya 

adalah, bagaimana cara berfikir hukumnya? Bagaimana memasukan 

materi Bakamla dalam UU Kelautan tapi mencabut ketentuan dalam 

UU Pelayaran. Untuk itu, penting untuk melihat Kita penyusunan 

Revisi UU Kelautan ini secara komprehensif, jangan sampai undang-

undang ini lahir namun memprorak porandakan sistem hukum 

lainnya.  
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Dalam pertemuan dengan salah satu deputi di Kementerian 

Koordinator Maritim dan Investasi, membicarakan bahwa mengapa 

kita tidak berfikif untuk menyusun omnibus di bidang kelautan. Hal 

ini dilakukan agar semua poin masukan ini dapat disesuaikan, karena 

baik Bakamla maupun instansi lain nya yang terkait itu penting, 

namun harus memperhatikan respon publik agar penyusunan RUU ini 

dapat dilakukan secara komprehensif, transparan, dan akuntabel. Ke 

depan regulasi yang mencabut norma di tempat undang-undang lain 

sangat beresiko untuk dilakukan. Jika ingin melakukan pencabutan 

terhadap suatu undang-undang baiknya dengan omnibus agar dapat 

jelas materi apa yang akan diangkat atau dicabut. Dengan metode 

omnibus dapat mencabut dan merubah banyak undang-undang yang 

memiliki sektor yang sama. Karena di Prolegnas sudah ada UU 

Keamanan Laut, jadi baiknya tidak perlu ada undang-undang baru 

namun dimasukkan saja ke dalam salah satu materi omnibus. 

Politik legislasi kita ini jika tidak ada yang menjaga maka akan 

ter- distract . Pada saat penyusunan UU No. 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, tidak ada pemikiran bahwa materi di 

undang-undang yang mencabut materi undang-undang sektoral, 

hanya dapat dicabut dengan undang-undang omnibus. Metode 

omnibus ini tidak tepat diterapkan di Indonesia. Omnibus yang ada 

saat ini tidak menafikan jenis-jenis dan teknik yang sudah ada d i 

Lampiran UU No. 12 Tahun 2011. Tetapi kemudian berkembang norma 

yang dimasukkan dalam Pasal 97A UU No. 13 Tahun 2022 benar-be nar 

menjaga agar jika ada perubahan undang-undang sektoral, tidak 

mengubah materi muatan yang sudah diubah di undang-undang 

omnibus. Kesimpulannya, bagaimana dalam penyusunan UU Kelautan 

ini tidak mencabut undang-undang sektoral lainnya.  
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Tanggapan Narasumber  : Dr. Achmad Redi , S.H., M.H.  

Jika dilihat di Pasal 97 A UU No. 13 Tahun 2022, bahwa setiap 

undang -undang yang dikoreksi dengan undang -undang omnibus 

maka hanya bisa diubah dengan undang -undang perubahan dari 

undang -undang omnibus itu sendiri, misal nya perubahan UU tentang 

Cipta Kerja dan UU Kesehatan, tidak bo leh undang -undang sektoral 

melakukan perubahan, penggantian, atau pencabutan  di undang -

undang omnibus. Alasannya dalam konteks teori, ini untuk menjaga 

jangan sampai rusak konsolidasi hukum yang sudah dibuat di 

undang -undang omnibus. Kemudian, nantinya aka n ada banyak 

legislasi dan regulasi yang bermasalah  karena ini dimaksudkan untuk 

menjaga keseragaman. Jika akan ada pe rubahan di undang -undang 

sek toral yang sudah diatur dalam undang -undang omnibus maka  

harus ubah lagi dengan perubahan undang -undang omnibu s. Dalam 

praktiknya hal tersebut s ulit  dilakukan, namun  terbentuknya omnibus 

UU Kesehatan menafikkan Pasal 97A UU No. 13 Tahun 2022. UU 

Kesehatan mencabut sekitar 13 undang -undang lainnya, untuk 

memudahkan membacanya dibentuk seperti kodifikasi.  

Konteks yang Pak Ponto sampaikan menjadi evaluasi kita dalam 

di dunia hukum. UU Kelautan ini banyak ego konflik, ego sentris, yang 

berimplikasi pada banyak faktor. Adanya gagasan omnibus, dapat 

menyinkronkan banyak undang-undang seperti UU Kelautan, UU 

Perikanan, UU Minyak dan Gas, dan lain-lain. Di luar negeri mengenal 

Maritim Law atau Maritim Act  yang diatur di satu undang-undang. 

Pengaturannya nanti bisa dalam bentuk bab atau buku dengan pasal-

pasal yang mengalir, sehingga tidak ada konflik norma. Jadi supaya 

tidak banyak undang-undang, dibentuk satu undang-undang terkait 

laut, seperti halnya UU HPP, UU HKPD, dan UU Kesehatan.  

 

Penanya 2 : I Wayan Supartha Yadnya, S.I.K. 

Pertanyaan untuk  KPLP, paparan yang disampaikan sudah 

menukik pada kewenangan  perhubungan,  yakni  keselamatan berlayar, 

masalah keberhasilan, sejarah KPLP, sampai tusinya.  Demikian juga  
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ditampilkan apresiasi dari negara luar negeri terhadap keberhasilan 

KPLP. Pertanyaannya,  untuk kedepa n apakah KPLP perlu diperkuat, 

aspek apa yang pe rlu diperkuat, atau apakah perlu KPLP bergabung 

ke institusi lain, atau ada yang bergabung ke KPLP dengan pedoman 

UU pelayaran .  

 

Tanggapan Narsumber : Jon Kenedi, M.Mar.Eng., MM. 

Luasnya lautan Indonesia dan keterbatasan armada KPLP, KPLP 

juga tidak mungkin mampu mengawasi seluruh lautan . Untuk itu,  

KPLP sependapat perlunya  penguatan, meskipun  sudah ada di UU 

Pelayaran, namun penguatannya dibentuk dalam peraturan 

pemerintah. Namun, hingga saat ini peraturan pemer intah terkait 

dengan Indone sia sea and coast guard belum diterbitkan.                          

Jika dilihat dari anggota personil sangat kurang, hanya ada 7407.  

Adanya penguatan tenaga professional seperti auditor hanya ada 124 

orang, untuk melakukan pemerikasaan terha dap kapal asing yang 

harus diperiksa. Selanjutnya  setiap 6 bulan , ketika kapal bersandar 

harus ada verifikasi terhadap keselamatan kapal. Jumlah petugas yang 

melakukan verifikasi masih terbatas, h anya 71 orang post state control , 

149 orang pejabat pemeriks a barang berbahaya, 118 orang pejabat 

pemerika kecelakaan, 391 penyidik pegawai negeri, intelijen 18 0 orang, 

dan  search and rescue  103 orang ketika ada kapal kandas dan 

terbakar. Harapannya jika ada peraturan pemerintah sebagai 

peraturan turunan dari UU Pe layaran dapat menambah personil dan 

armada. Ada salah satu armada yang sudah berusia 25 tahun yang 

sudah tidak efektif melakukan patrol i. Karenanya  di perlu kan  

penguatan yang sudah ada di UU Pelayaran.  

 

Penanya 3 : Laksamana Muda TNI (Purn) ADV Soleman B. Ponto. 

ST, SH, MH, CPM, CParb 

Untuk para narasumber , hanya mengingatkan bahwa  bicara UU 

Kelauatan, yang mana  defenisi  kelautan sudah dibatasi pada  Pasal 1 

UU Kelautan. Dari pembicaraan ini ada yang bicara ikan di UU 
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Perikanan, Pak Redi bicara UU ESDM .  Kelautan ini general minimal 

terdapat  17 UU , bagaimana hal ini akan diatur , karenanya lex specialis 

derogate legi generalis yang akan berlaku. Sebagai contoh k etika ada 

kecelakaan di ZEE maka menggunakan  UU ZEE, demikian juga apabila 

terjadi kecelakaan di k apal akan menggunakan UU Pelayaran.  

Apabila menggunakan metode omnibus terkait 17 di atas, 

bagaimana menggabungkan kewenangan berbagai institusi seperti bea 

cukai, Polisi, ESDM, dan lain-lain. Perlu dilihat isi dari UU Kelautan 

itu apa saja, karena jika dibahas secara detail maka banyak un dang-

undang yang terkait. Jadi mohon diperjelas kembali yang dibahas 

dalam forum ini undang-undang sektoralnya atau UU Keluatan. 

Jangan sampai undang-udang baru dibentuk mengganggu undang-

undang sektoral yang sudah ada.  

 

Tanggapan Narasumber : Darmansyah Tanamas 

Sebagaimana diketahui bahwa selama ini sektor industri 

pelayaran mengacu ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang 

mana di undang-undang tersebut disebutkan ada pasal yang 

menyatakan harus dibentuk sea and cost guard  dalam 3 tahun, jika 

sudah dari tahun 2008 maka di tahun 2011 seharusnya PP sudah 

terbentuk, namun sampai saat ini belum ada PP tersebut, itulah yang 

menjadi masalah bagi KPLP. Dari segi pelaku usaha baik bentuknya 

PP maupun omnibus tidak mempermasalahkan,  asalkan hanya ada 

dalam satu wadah tunggal . Sehingga pelaku usaha hanya berhadapan 

dengan  satu wadah tunggal, baik KPLP, Bakamla, atau apapun 

namanya.  

 

Tanggapan Narasumber: Firdaus Agung Kunto Kurniawan, 

ST.,M.Sc.,Ph.D. 

Saya bukan ahli hukum sehingga mungkin memberikan pandangan 

lebih ke substansi. Jika lihat di UU Kelautan memang definisi kelautan 

hal yang berkaitan dengan laut maupun hal yang ada di laut, sehingga 

kita tidak bisa melepaskan ruang lingkupnya dengan pegusahaan, 
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pengelolaan, dan lain-lain. Terkait dengan DIM sudah kami sampaikan 

beberapa kali bahwa  sudah ada DIM nya, sudah kami sampaikan. 

 

Tanggapan Narasumber : Jon Kenedi M.Mar Eng, MM 

Terkait dengan pendapat KPLP, sebenarnya sudah diamanatkan dalam 

undang-undang, tinggal pembentukan PP saja. Namun hingga saat ini 

belum diterbitkan PP. Hal ini karena masih ada satu lembaga yang 

belum sepakat. Padahal dalam komunikasi dengan luar negeri sudah 

bersurat resmi dengan secara men- declare  bahwa sea and cost guard 

adalah KPLP. 
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PEMBANGUNAN SISTEM KEAMANAN LAUT  

UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA LAUT YANG 

BERKELANJUTAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laksda TNI (PURN) Adv Soleman B. Ponto. ST, SH, MH, CPM, 

CParb.  

Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, 2011 -2013  

Dalam konteks regulasi kelautan, legislasi yang ada secara 

eksplisit mendefinisikan bahwa wilayah kelautan mencakup dasar 

laut, tanah yang terletak di bawahnya, dan kolom air di atasnya,  

termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau. Terdapat berbagai undang-

undang yang secara spesifik mengatur berbagai aspek kegiatan dalam 

wilayah tersebut, seperti pelayaran, perikanan, dan pengelolaan 

sumber daya mineral di wilayah pesisir. Penting untuk memperhatikan 

setiap regulasi ini guna menghindari pembuatan regulasi baru yang 

mungkin berpotensi bertentangan atau tumpang tindih dengan 

undang-undang yang telah ada. 
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Keamanan laut di Indonesia diatur melalui Undang-undang No. 6 

Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, yang menegaskan bahwa 

penegakan kedaulatan dan hukum harus dilaksanakan sesuai dengan  

standar konvensi hukum internasional dan peraturan perundangan 

yang berlaku. Setiap pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah 

kelautan harus selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Berdasarkan hasil telaahan Panitia Khusus (Pansus) DPR, 

teridentifikasi beberapa permasalahan utama yang berhubungan 

dengan keamanan laut, antara lain sengketa batas wilayah, aktivita s 

terorisme, dan masalah yang berkaitan dengan pelayaran. Sengketa 

batas wilayah dikaitkan dengan pelanggaran Undang-undang No. 43 

Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, terorisme terkait dengan 

Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, 

dan isu-isu pelayaran terkait dengan UU No. 17 Tahun 2008 tentan g 

Pelayaran. Bakamla, sebagai lembaga yang berwenang dalam 

keamanan laut, telah mengidentifikasi delapan ancaman utama di laut, 

yang semuanya menunjukkan adanya pelanggaran terhadap berbagai 

undang-undang yang relevan. 

Badan Keamanan Laut (Bakamla), sebagai koordinator 

keamanan laut, diberikan kewenangan berdasarkan pasal 59 untuk 

melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan 

Indonesia. Menurut pasal 63, Bakamla juga memiliki kewenangan 

untuk melakukan penahanan seketika dan menyerahkan kapal yang  

terlibat pelanggaran ke instansi terkait untuk proses hukum lebih 

lanjut. Namun, terdapat beberapa keterbatasan yang ditemukan, 

termasuk dalam hal pelaksanaan pengejaran seketika, penggunaan 

status kapal, dan kepemilikan serta penggunaan kapal dan senjata , 
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yang tidak diatur secara eksplisit dalam UU No. 32 Tahun 2014 tent ang 

Kelautan. 

Lebih lanjut, Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran menjelaskan peran kapal dalam fungsi penjagaan pantai dan  

keamanan sebagai kapal negara, sedangkan regulasi lain seperti UU 

No. 32 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 75 Tahun 

2023 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap 

Impor Produk Evaporator Tipe Roll Bond dan Tipe Fin memberikan 

kewenangan kepada Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Perikanan 

untuk menggunakan kapal patroli yang dilengkapi dengan senjata. Di  

sisi lain, Bakamla ditemukan tidak memiliki dasar hukum yang jelas 

sebagai lembaga penegak hukum, dan oleh karena itu harus bekerja 

sama dengan instansi lain dalam eksekusi hukum. 

Peraturan Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus segera 

membentuk Indonesia Sea and Coast Guard yang bertanggung jawab 

langsung kepada Presiden, yang akan mengintegrasikan Bakamla dan 

Korps Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) untuk memastikan 

pengelolaan keamanan laut yang efektif dan berkelanjutan. 

Pembentukan ini harus dilakukan berdasarkan pasal 281 UU No. 17 

Tahun 2008, yang menyatakan bahwa koordinasi dan penegakan 

hukum di laut harus diatur secara terpadu. 

Dengan demikian, struktur hukum yang ada harus memperjelas 

fungsi koordinasi, yang belum diatur secara memadai, untuk 

menghindari kekacauan dalam penanganan masalah keamanan laut, 

yang merupakan tugas dari Indonesia Sea and Coast Guard. 

Tantangan ini membutuhkan peninjauan ulang dan penyesuaian 

terhadap peraturan yang ada untuk memastikan tidak terjadi duplikas i 

fungsi dan konflik antar lembaga dalam menangani isu-isu keamanan 

laut. 
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GRAND DESIGN  KELEMBAGAAN  

KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN PENEGAKAN HUKUM DI LAUT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. A k hmad Solihin, SPi., MH.  

Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB  

 

Permasalahan laut memang benar seperti yang disampaikan oleh 

pembicara sebelumnya,  bahwa terjadi perebutan kewenangan. Sangat 

wajar jika semua lembaga terkait hadir karena memang kegiatan 

kelautan meliputi da sar laut, kolom air, permukaan dan ruang udara 

di atasnya, termasuk juga pengaturan yang ada pada wewenang p usat 

maupun daerah.  

Hal lain yang juga penting adalah pengaturan mengenai  fungsi 

dan kebijakan. Berbicara  kelautan maka juga berarti membicarakan  

mengenai integrasi fungsi , yang meliputi sektor kelautan, perikanan, 

ESDM dan sebagainya . Kebijakan kelautan juga tidak kalah menarik . 

Telah dilakukan  penelitian tentang public tracking  terkait bagaimana 

peran pemerintah pusat, daerah  dan  provinsi. Hal tersebut tidak inline , 
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bahkan saat ini ada  teriakan keras dari pemerintah daerah ketika 

kewenangannya diambil oleh pemerintah pusat.  

Sebagai contoh adalah pada pelaksanaan atas Undang -Undang 

tentang  Landas Kontinen  di mana pihak Kepolisian melakukan 

penye lidikan di wilayah di atas 12 mil, hal tersebut ternyata 

dimungkinkan. Selain itu juga, ketika berbicara pondasi batas wilayah, 

lembaga -lembaga, batas wilayah seperti , maka yang perlu diatur 

adalah kekosongan . Bahkan  jika  kita menyamakan  maka perlu 

penjela san juga tentang  laut territorial  dan laut pedalaman. Jika  kita 

bedah, terdapat per bedaan status hak dan kewajibannya di landas 

kontinen di wilayah 12 mil, hal tersebut ber beda dengan pengaturan 

pada 33 kepulauan. Saat ini kita menganggap sebagai perairan  

Indonesia cukup satu undang -undangny a padahal masih banyak 

kekosongan hukum. Dalam pilar  ekonomi biru , dalam bidang ekonomi, 

dan penegakkan hukum, disinilah Undang -Undang No.  32 hadir .   

Untuk menentukan apakah Bakamla atau KPLP yang berwenang 

maka perlu pembelajaran lebih lanjut. Sebagai contoh adalah US Coast 

Guard , di mana dalam  kondisi perang maka coast guard  terlibat . 

Kondisi damai pun melibatkan kehadiran coast guard . Dengan 

paradigma scientific  dan secara  ekonomi ekonomi kelembagaan, 

meliputi  port security  hingga  ground breaking , kesemuanya  sangat 

dinamis untuk suatu negara. Namun contoh ini tidak dapat 

sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Berikutnya Amerika  juga 

menggunakan pendekatan model kedua yang juga meliputi laut  

Atlantik dan  Pasifik . US Coast Guard  bersifat sinergi multi fungsi, 

tetapi masih menentukan koordinasi bahkan perjanjian dengan 

instansi pemerintah lainnya, jadi tidak semerta -merta merupakan 

single agency . Masalah pengawasan dengan penegakkan hukum , 

bekerja sama dengan  biro -biro yang lain. Jika hal ini diterapkan di 

Indonesia, dengan meniadakan fungsi Bakamla, maka apakah tetap 

bisa dilakukan fungsi koordinasi ke depannya.  

Berikutnya adalah contoh dari Jepang,  yang berf okus kepada 

perlindungan laut , di  mana fungsinya termasuk  penjagaan dari mulai 
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teritorial mereka sepanjang 12 mil hingga  ke Zona Ekonomi Eksklusif 

(ZEE). Hal yang menjadi perhatian coast guard Jepang adalah  

bagaimana tata Kelola keamanannya, pengelolaan dan pelindungan 

kehidupan lingkungan lautnya, hingga  bagaimana mereka menjalin 

konektivitas melalui komunikasi dengan negara -negara lain . Coast 

guard Jepang  menggunakan beberapa departemen dari administrasi 

peralatan dan sebagainya. Berikutnya terkait kewilayahan, di Jep ang 

dengan kondisi geografis kepulaua n mereka memiliki 10 wilayah yang 

dikelola.  Kemudian jika dibandingkan dengan  Indonesia dengan 

kondisi geografisnya akan seperti apa  pembagian  kewenangan 

kelolanya.    

Berikutnya coast guard negara Inggris  yang bersifat sipil  murni. 

Kegiatan penegakkan hukumnya  ada di Angkatan Laut , meliputi SAR, 

marine security  dan penghubungnya, urusan traffic, pollution , dan 

sebagainya . Polanya dari kelolanya  bersifat murni administratif  

sehingga  tidak ada tindakan penegakkan hukum .  

Berikutnya adalah bentuk coast gua rd negara  Jerman  yang juga 

bertugas sebagai penegak hukum . Jerman adalah jantungnya Eropa, 

sehingga yang menjadi fokus kegiatan adalah ke imigrasi an . Selain itu 

juga mengelola lingkungan laut , keselamatan pelayaran, bahkan juga  

perikanan. Bentuk coast guard  Jerman adalah  Federal  yang 

merupakan gabungan dari berbagai Departemen Federal , termasuk 

Ministry of Interiornya , Ministry of Transportation , Ministry of Finance . 

Kata kuncinya adalah bagaimana  mengkontribusikan instansi -instansi 

yang ada.  

Coast guard Perancis murni berasal dari militer, yaitu angkatan  

laut . Bahkan, seluruh personil angkatan laut coast guard Perancis juga 

terlibat dalam melakukan  penelitian, monitoring, dan kegiatan 

pelindungan . Berikutnya Malaysia , contoh sebuah coast guard  yang 

awalnya ditetapkan di bawah Perdana Menteri dan sekarang ditarik  

penuh di bawah  Menteri Dalam Negeri. Fungsi coast guard Malaysia 

adalah  dinamis dengan melihat kebutuhan mereka seperti apa.  
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Tidak benar jika  selama ini coast guard  itu selalu dianggap 

milit er atau sipil. Studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

Coast guard  dapat dikelompokkan menjadi  5 tipe. Pertama  militer 

murni yang dilakukan oleh negara Perancis, atau sipil murni seperti di 

negara Inggris. Atau gabungan dengan law enforcement  seperti Jepang 

dan US Coast Guard . Berikutnya misalnya ada juga yang agency  murni 

seperti misalnya jika akan dilimpahkan  kepada KPLP . Contoh  lain  

misalkan negara Jerman yang menerapkan bentuk coast guard 

kombinasi, antara sipil dengan lembaga penegak hukumnya.  

Tidak ada keharusan  bahwa  coast guard  harus Bakamla, 

pilihannya beragam tergantung negaranya. Sehingga di sinilah yang 

menarik, ada yang fokus kepada Angkatan Lautnya, ada yang fokus 

kepada kementerian  dalam negeri, ada yang fokus kepada Kementerian 

transpo rtasinya, jadi pilihannya sangat terbuka .  

Indonesia perlu memetakan isu yang ada, seperti  permasalahan 

kondisi geografis, arahan kebijakan dan sebagainya. Hal ini nantinya 

akan coba diterapkan mana yang sesuai dari 5 format opsi 

kelembagaan . Bahwa dengan 5 opsi kelembagaan ini, bagaimana biaya 

ekonomi yang ada, bagaimana mudaratnya bagi bangsa ini.  Sehingga 

nanti nya  opsi  kelembagaan  harus  dapat diterima oleh semua pihak , 

apakah Bakamla -KPLP atau KPLP -Bakamla.  Fungsi -fungsi yang ada  

meliputi keselamatan, fungsi keamanan,  penegakkan hukum , dan 

fungsi -fungsi lainnya, yang seluruhnya akan didesain dengan 

kelayakan biaya ekonomi. Hal  berikutnya yang harus dilihat adalah 

implikasi hukum  dan berapa biaya transaksi, biaya ekonomi dalam 

masalah ini. Kemudian akan dibandingkan s ecara ekonomi 

kelembagaan, opsi mana yang paling efektif di dalam konteks desain -

desain yang dipilih .  

Untuk melihat implikasi hukumnya, perlu dilihat juga apakah  ke 

depan kita perlu membuat U ndang -Undang  Keamanan Laut tersendiri 

yang merujuk  ke pembentukan coast guard . Model 1  misalnya apakah 

kita akan mengadopsi model Inggris . 
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Berikutnya Model 2 , dengan pilihan yang lebih  ekstr em dengan 

mengambil alih kelembagaan yang ada.  Namun model ini penuh 

dengan risiko, pertama resistensi bagi yang diambil fungsinya.  Hal ini 

terkait dengan  masalah anggaran nantinya. Sehingga ketika berbicara 

mengenai opsi yang kedua, maka kita harus menyisir fungsi -fungsi 

yang ada di negara lain.  Harus  dil ihat kembali pengaturan nya, 

sehingga perlu dilihat bagaimana rekomendasinya , apakah  perlu 

melakukan r evisi undang -undang .  

Terdapat satu model lagi yang menyediakan  semacam win -win 

solution , Model 3 . Dimana model ini berimplikasi parsial,  tidak semua 

model kita adopsi melainkan hanya  poin -poin tertentu  berdasarkan 

kebutuhan Indonesia , seperti bentuk  negara geografis kepulauan, 

arahan kebijakan pemerintah yang berikutnya , isu masalah yang 

berkembang. Kesemuanya perlu  disarikan, mencoba 

mengintegrasikan, desain mana yang kemudian terambil. Contohnya 

dapat mencoba  meng integrasikan seperti seperti di Jepang dan 

Amerika , dimana mereka tidak menarik penuh kewenangan -

kewenangan.  
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TUGAS DAN KEWENANGAN BAKAMLA  

DALAM MELAKSANAKAN PENJAGAAN, PENGAWASAN, 

PENCEGAHAN, DAN PENINDAKAN PELANGGARAN HUKUM  

DI LAUT 

 

 

Laksda Bakamla Dr. Samuel H. Korwaas, M.Sc., CSBA  

Deputi Informasi, Hukum, dan Kerjasama 

Badan Keamanan Laut 

 

Pada tanggal 13 November 2014, Presiden Joko Widodo 

mendeklarasikan Visi Poros Maritim Dunia dalam pertemuan para 

pemimpin East Asian Summit (EAS), Nay Pyi Tay, Myanmar. Poros 

maritim dunia ini mejadi pusat kegiatan ekonomi maritim regional dan 

global. Terdapat beberapa hal yang menjadi konsen poros maritim 

dunia yaitu:  

1.  Membangun ulang budaya maritim 

2. Menjaga dan mengoptimalkan sumber daya maritim 

3. Membangun infrastruktur dan konektivitas maritim 

4. Diplomasi maritim 
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5. Membangun pertahanan maritim 

Terdapat banyak kepentingan negara di laut, sehingga terjadi 

kompleksitas multi sektor di laut yaitu antara lain: 

1.  Perbatasan negara 

2.  Pemanfaatan sumber daya alam (hayati dan non-hayati) untuk 

pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat 

3.  Pemberantasan kejahatan transnasional 

4.  Keamanan dan keselamatan navigasi (domestik & internasional) 

5.  Lingkungan laut yang lestari 

6.  Eksplorasi lepas pantai  

7.  Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) 

8.  Komunikasi (Ka bel Laut)  

9.  Pencarian dan Pertolongan (SAR)  

10.  Media Pertahanan  

Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982. Unclos 1982 ini 

merupakan rezim hukum laut dan di dalamnya memberikan 

kewenangan kepada negara pantai. Rezim wilayah dalam hukum laut 

internasional  yang m erupakan wilayah negara (kedaulatan) yaitu:  

1.  Perairan Pedalaman ( Internal Waters ) 

2.  Perairan Kepulauan ( Archipelagic Waters ) 

3.  Laut Territorial ( Territorial Seas ) 

Sedangkan yang bukan merupakan wilayah negara (hak 

berdaulat dan kepentingan) 

1.  Zona Tambahan ( Conti guous Zone ) 

2.  Zona Ekonomi Eksklusif ( Exclusive Economic Zone ) 

3.  Landas Kontinen ( Continental Shelf ) 

4.  Laut Lepas ( High Seas ) 

5.  Kawasan Laut Dalam ( The Area ) 

Keamanan laut merupakan suatu hal yang penting bagi 

kedaulatan negara. Pada dasarnya ahli kemanan laut di dunia belum 

bisa mendefinisikan keamanan di laut itu apa karena keamanan laut 

sangat kompleks. Terdapat berbagai ancaman keamanan di laut 

Indonesia se perti:  
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1. Drug Trafficking (Golden Triangle and Golden Crescent)  

2.  IUU Fishing  

3.  Irregular Migration  

4.  TOC (Penyelundupan, Perompakan, TPPO, etc)  

5.  Sengketa Perbatasan  

6. Oil Spill, Marine Plastic Debris  

7.  Kenaikan permukaan laut,  

8.  Konflik di laut cina Selatan dan di laut Andaman 

Indonesia memiliki indeks keamanan laut (IKL) nasional sejak 2 

(dua) tahun belakangan. Bappenas mengutip indeks keamanan laut ini 

dari luar negeri. Namun sering salah diartikan, bahwa IKL ini 

mengukur secara keseluruhan pengelolaan kelautan. 

Cikal bakal Badan Keamanan Laut awalnya dimulai sejak tahun 

1972 yang berdasarkan SKB 5 Menteri. Kemudian Pada Tahun 2005  

BAKORKAMLA RI ditempatkan di bawah Menko Bid Politik, Hukum 

dan Keamanan RI berdasarkan Perpres No.81 Tahun 2005. Pada 

Tahun 2014 BAKAMLA RI diresmikan 15 Desember 2014 untuk 

menjalankan fungsi Indonesia Coast Guard yang bertanggung jawab 

atas keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah 

yurisdiksi nasional berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2014 dan 

Perpres Nomor 178 Tahun 2014. Pada tahun 2020 berdasarkan arahan 

Presiden untuk melakukan revitalisasi fungsi dan peran Bakamla 

sebagai Indonesia coast guard.  Pada tahun 2022 diselenggarakan 

KKPH dan penguatan fungsi Bakamla sebagai Indonesia coast guard  

melalui terbitnya PP 13 Tahun 2022  tentang Penyelenggaraan KKPH.  

Tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Bakamla didasarkan 

dalam UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Pada Pasal 61 

�G�L�V�H�E�X�W�N�D�Q�� �E�D�K�Z�D�� �´�%�D�G�D�Q�� �.�H�D�P�D�Q�D�Q�� �/�D�X�W�� �P�H�P�S�X�Q�\�D�L�� �W�X�J�D�V��

melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan 

�,�Q�G�R�Q�H�V�L�D�� �G�D�Q�� �Z�L�O�D�\�D�K�� �\�X�U�L�V�G�L�N�V�L�� �,�Q�G�R�Q�H�V�L�D���µ�� �3�D�G�D�� �3�D�V�D�O�� ������ �´�'�D�O�D�P��

melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan 

fungsi:  
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a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan 

keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi 

Indonesia;  

b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan 

keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi 

Indonesia;  

c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan 

penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan 

wilayah yurisdiksi Indonesia;  

d. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patrol perairan oleh 

instansi terkait; 

e. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi 

terkait; 

f. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah 

perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan 

g. melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional. 

Pada Pasal  63 disebutkan bahwa dalam melaksanakan 

tugasnya, Bakamla berwenang:  

a. melakukan pengejaran seketika;  

b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan 

menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk 

pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan  

c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di 

wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.  

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk penguatan 

keamanan laut nasional, yaitu: 

1.  Surat Seskab No: B -180 tanggal 31 Maret 2015:  

�´�3�H�Q�H�P�S�D�W�D�Q�� �S�H�Q�\�L�G�L�N�� �G�L�� �8�3�+�� �%�D�N�D�P�O�D���� �K�L�E�D�K�� �N�D�S�D�O�� �S�D�W�U�R�O�L�� �G�D�Q��

�L�Q�W�H�J�U�D�V�L���V�L�V�W�H�P���L�Q�I�R�U�P�D�V�L���µ 

2.  Rapat  Terbatas tanggal 21 September 2015:  

�´�5�H�Y�L�V�L�� �V�H�O�X�U�X�K�� �U�H�J�X�O�D�V�L�� �X�Q�W�X�N�� �P�H�P�S�H�U�N�X�D�W�� �%�D�N�D�P�O�D���� �G�D�Q�� �U�H�Y�L�V�L��

UU Pembentukan Bakamla untuk mengatur kewenangannya 

sebagai Coast Guard �,�Q�G�R�Q�H�V�L�D���µ 



 

 
35 

3. Rapat Terbatas 21 November 2019:  

�´�7�H�U�G�D�S�D�W�� �E�H�E�H�U�D�S�D�� �O�H�P�E�D�J�D�� �\�D�Q�J�� �P�H�P�L�O�L�N�L kewenangan di laut. 

Untuk ditentukan lembaga yang berwenang menangani dan 

�P�H�Q�M�D�J�D���N�H�G�D�X�O�D�W�D�Q���Z�L�O�D�\�D�K���O�D�X�W���µ 

4.  Rapat Terbatas 20 Desember 2019:  

�´�8�Q�W�X�N�� �S�H�U�P�D�V�D�O�D�K�D�Q�� �F�R�D�V�W�� �J�X�D�U�G���� �S�H�O�D�M�D�U�L�� �D�O�D�V�D�Q�� �%�D�N�D�P�O�D��

dibentuk dan kaji kembali pihak yang berwenang menjaga 

ke�D�P�D�Q�D�Q���Z�L�O�D�\�D�K���O�D�X�W���µ 

5.  Pelantikan Kabakamla, 12 Februari 2020:  

�´�.�H�G�H�S�D�Q���G�L���O�D�X�W���\�D�Q�J���G�L�E�H�U�L�N�D�Q���N�H�Z�H�Q�D�Q�J�D�Q���K�D�Q�\�D���%�D�N�D�P�O�D�µ 

6.  Rapat Internal, 16 Desember 2021:  

�´�6�H�M�D�N�� ������������ �%�D�N�D�P�O�D�� �G�L�V�L�D�S�N�D�Q�� �V�H�E�D�J�D�L�� �H�P�E�U�L�R��coast guard; 

Sinergitas keamanan, keselamatan dan gakkum di laut dibawah 

kendali Bakamla; Kedepan tugas utama Bakamla sebagai coast 

guard yaitu: keamanan laut, keselamatan laut dan penegakan 

hukum; Sinergi tugas, fungsi dan kewenangan K/L, jgn sampai 

tumpang tindih sehingga menyebabkan pemborosan anggaran 

negara; awal tahun 2022, Bakamla sebagai coast guard sudah bisa 

�P�X�O�D�L���E�H�N�H�U�M�D�����G�D�Q���V�H�J�H�U�D���K�D�U�P�R�Q�L�V�D�V�L���3�8�8���µ 

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan berupa 

peraturan untuk penguatan keamanan laut nasional yaitu: 

1.  PP Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, 

Keselamatan, Dan Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan 

Indonesia Dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia 

Dalam PP tersebut berisikan kebijakan mengenai Bakamla 

sebagai koordinator kerjasama internasional di bidang keamanan 

dan keselamatan laut, sinergi patroli nasional, integrasi sistem 

informasi, pembentukan tim kerja pusat informasi keamanan dan 

keselamatan laut, forum KKPH. 

 

2.  Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan 

Nasional Keamanan, Keselamatan, Dan Penegakan Hukum Di 

Wilayah Perairan Indonesia Dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia 
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Dalam Perpres ini berisikan kebijakan mengenai Peningkatan 

sinergi patroli, peningkatan integritas penegakan hukum di laut, 

penguatan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut, 

sinkronisasi regulasi, peningkatan sarana dan prasarana, 

peningkatan kerja sama internasional dan hubungan antar 

lembaga, dan peningkatan peran serta Masyarakat. 

Kebijakan pemerintah juga dengan membenahi kelembagaan 

melalui penguatan kelembagaan  kamla melalui RUU Kelautan.  

�x RUU Keluatan merupakan Usulan DPD 

�x Pemerintah telah menyetujui pembahasan RUU Kelautan dan 

menunjuk Menteri-Menteri yang mewaliki melalui Surpres No: R-

35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023 

�x DPR RI telah membentuk Pansus RUU Kelautan pada bulan 

September 2023, dan Pansus RUU Kelautan telah melakukan 

serangkaian kegiatan 

�x Esensi utama penguatan Kelembagaan Kamla dalam RUU 

Kelautan yaitu: 

1) Peleburan Bakamla dan KPLP menjadi Indonesia Coast Guard; 

2) Pengaturan mengenai kewenangan Indonesia Coast Guard 

khususnya kewenangan Penyidikan; 

3) Pencabutan Pasal-Pasal tentang ISCG di UU Pelayaran 

Terkait penguatan kelembagaan, kita dapat membandingkan 

dengan beberapa model coast guard yang ada di dunia seperti US yang 

merupakan militer penuh, berdasarkan undang-undang dan dibentuk 

pada tahun 1915. Walaupun diklaim coast guard tahun 1790  tapi 

awalnya fungsinya seperti bea cukai. US coast guard lebih tua dari US 

navy. US coast guard berada di bawah homeland security.   

Berdasarkan beberapa perbandingan model coast guard  yang 

ada seperti US, Inggris, Jepang, Filiphina, Australia, dapat 

disimpulkan bahwa: 

 Secara spesifik, Coast Guard di dunia memiliki peran, fungsi dan 

wewenang serta dibawah Kementerian/lembaga yang berbeda -

beda, tergantung kebutuhan dan kepentingan negara tersebut. . 
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 Namun umumnya Coast Guard di dunia memiliki fungsi: 

1.  SAR; 

2.  Penegakan Hukum di Laut;  

3.  Penjagaan Keselamatan Maritim;  

4.  Perlindungan Lingkungan Laut; dan  

5.  Penjagaan Keamanan Perbatasan.  

 Selain itu, Coast Guard di hampir seluruh negara memiliki area 

operasi sampai dengan ZEE bahkan di beberapa negara coast 

guard  melakukan operasi di laut lepas.  

 Perkembangan terkini, coast guard memiliki peran penting dalam 

penerapan Grey Zone Strategy  dalam rangka pengelolaan konflik 

di laut antar negara.  

Dengan demikian, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan, 

yaitu: 

1.  Bahwa isu keamanan laut bersifat multi -sektor sehingga 

penanganannya perlu dilakukan secara komprehensif oleh instansi 

yang memiliki kewenangan multi -sektor sesuai dengan 

kepentingan negara yang berlandaskan kepenti ngan nasional, 

ketentuan internasional, serta perkembangan kelembagaan 

keamanan laut secara internasional.  

2.  Isu keamanan laut tidak hanya terjadi di Wilayah Perairan 

Indonesia namun juga marak terjadi di Wilayah Yurisdiksi 

Indonesia sehingga coast  guard yan g dibentuk harus memiliki 

kewenangan sampai dengan wilayah yurisdiksi Indonesia.  

3.  Perbaikan tata kelola keamanan laut nasional yang salah satunya 

perwujudannya adalah penyederhanaan organisasi yang 

berwenang di laut sangat penting untuk dilakukan guna kepa stian 

hukum, kejelasan tanggungjawab, efektifitas dan efisiensi 

penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum 

di laut agar dapat mendukung perkembangan ekonomi 

kemaritiman nasional.  

4.  PP 13 Tahun 2022 dan Perpres 59 Tahun 2023 merupakan langk ah 

awal untuk penguatan keamanan, keselamatan dan penegakan 
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hukum di laut nasional. Dibutuhkan sinkronisasi regulasi untuk 

penguatan kelembagaan keamanan laut nasional sesuai dengan 

amanat Presiden RI.  

5.  Pemerintah mendorong pembentukan Indonesia Coast Guard 

melalui penggabungan Bakamla dan KPLP dengan RUU Kelautan.  

6.  Pembentukan Indonesia Coast Guard harus dapat setidak -tidaknya 

sejajar dengan coast guard di negara lain dan memiliki fungsi 

universal coast  guard dan menggambarkan kepentingan Indonesia 

dalam penga manan laut nasional. Untuk itu perlu 

dipertimbangkan pengaturan kewenangan Penyidikan coast guard  

di ZEEI.  
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SINERGITAS KELEMBAGAAN BIDANG KEAMANAN, 

KESELAMATAN, DAN PENEGAKAN HUKUM  

DI WILAYAH PERAIRAN DAN WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arie Afriansyah, S.H., M.I.L., Ph.D  

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia 

 

Wilayah hukum Indonesia di laut terdiri dari Perairan Indonesia 

(kedaulatan)  dan Wilayah Yurisdiksi (souvereing rihgt). Perairan 

Indonesia meliputi: Perairan pedalaman; Perairan Kepulauan; dan Laut 

Teritorial. Sedangkan Wilayah Yurisdiksi Indonesia meliputi: Zona 

Tambahan; Zona Ekonomi Eksklusif; Landas Kontinen, tidak termasuk  

Laut Bebas; dan Kawasan Dasar Laut. Selain it u, dalam wilayah laut 

Indonesia, terdapat beberapa kompleksitas Kegiatan dan Kepentingan 

Indonesia di Laut yakni: perbatasan negara; pemanfaatan sumber daya 

alam (hayati dan non -hayati) �² disputed areas; kejahatan 

transnasional, keamanan dan keselamatan na vigasi (domestik & 

internasional); perlindungan lingkungan laut; pariwisata; instalasi 

lepas pantai; Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT); pipa dan Kabel 

Laut Indonesia; pencarian dan pertolongan (SAR).  
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Kegiatan atau aktivitas di laut itu tidak selalu bers ifat damai, 

namun terdapat b erbagai tindak kejahatan terjadi di wilayah laut 

Indonesia seperti perdagangan obat terlarang, penyelundupan dan 

perdagangan manusia, perampokan terhadap kapal, dan kegiatan 

illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF). Ke semuanya nyata 

terjadi dan belum semuanya dapat diproses aparat hukum berwenang. 

Terkait hal tersebut, garis besar temuan adalah fragmentasi aturan 

hukum di wilayah laut, lemahnya koordinasi antar aparat penegak 

hukum di laut, dan keluhan pengguna laut ata s banyaknya instansi 

penegakan hukum di laut.   Perlu diingat bahwa pengaturan wilayah 

laut sesuai sektor tertentu memang diperlukan. Ini mengingat sektor -

sektor tersebut memiliki kepentingan khusus dan kompetensi 

pengaturan tersendiri. Sebagai konsekuensi,  terdapat pengaturan 

aparat penegak hukum dari tiap sektor. Namun kenyataanya 

menunjukkan. ketika pelaksanaan patroli, muncul masalah koordinasi 

di antara instansi yang melakukan penjagaan di wilayah laut yang 

sama. Kombinasi tingkat kerawanan dan masalaha n kelembagaan 

keamanan laut nasional inilah yang makin mengkhawatirkan jika tidak 

diselesaikan segera. Indonesia harus segera bangkit dan bersatu untuk 

mengatasi semua isu tersebut, sehingga wilayah laut Indonesia aman 

bagi seluruh pengguna laut dari dalam dan luar negeri.  

Perkembangan diskusi terkait penegakan hukum di wilayah laut 

Indonesia sejak bermunculan sektor -sektor pengaturan hukum yakni 

antara lain: bertambahnya ancaman -ancaman di wilayah laut 

(tradisional dan/atau non -tradisional), kom pleksitas kelembagaan dan 

peraturan menjadi tantangan pemerintah, revitalisasi visi Presiden R I 

�W�H�U�N�D�L�W���N�H�O�H�P�E�D�J�D�D�Q���´�F�R�D�V�W���J�X�D�U�G�µ���,�Q�G�R�Q�H�V�L�D���� �S�H�U�N�H�P�E�D�Q�J�D�Q���U�H�J�X�O�D�V�L��

baru yakni UU 16/2023 tentang Landas Kontinen, PP 

13/2022  tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan 

Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah 

Yurisdiksi Indonesia danPerpres 59/2023 tentang Kebijakan Nasional 

Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan 

Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Perdeba tan yang selama 
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ini terjadi yakni mencari ketua kelas ( coash guard ) ada yang 

mengusulkan status quo namun diperkuat koordinasinya.  

UU 32 Tahun 2014 secara jiwa pengaturan telah menyiratkan 

�´�O�L�Q�W�D�V���V�H�N�W�R�U�µ�� �G�D�Q���Z�L�O�D�\�D�K���N�H�E�H�U�O�D�N�X�D�Q���\�D�Q�J�� �O�H�E�L�K���O�X�D�V�� �V�H�K�L�Q�J�J�D���8U 

�L�Q�L���V�H�M�D�W�L�Q�\�D���P�H�Q�M�D�G�L���´�M�H�P�E�D�W�D�Q�µ���G�D�Q���´�K�D�U�P�R�Q�L�V�D�V�L�µ���V�H�P�X�D���8�8���W�H�U�N�D�L�W��

isu kelautan dari berbagai sektor. Mandat pembentukan lembaga 

penjaga laut dan pantai dari UU 17/2008 hingga saat ini belum juga 

terwujud (sudah lewat waktu mandat). UU 32/2014 saat 

pemb uatannya tidak melakukan harmonisasi bagian yang memiliki 

norma sama dengan UU 17/2008 (Bab IX �² Bab XVII). UU 32/2014 

�O�D�Q�J�V�X�Q�J���P�H�P�E�H�Q�W�X�N���V�X�D�W�X���O�H�P�E�D�J�D���´�%�D�G�D�Q���.�H�D�P�D�Q�D�Q���/�D�X�W�µ���G�H�Q�J�D�Q��

tusi lebih luas dari lembaga laut dan pantai di UU 17/2008. Mandat 

penjaga laut dan pantai di UU 17/2008 dianggap sebagai mandat 

untuk Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai Kementerian Perhubungan. 

�'�H�Q�J�D�Q�� �G�H�P�L�N�L�D�Q���� �G�X�D�� �O�H�P�E�D�J�D�� �W�H�O�D�K�� �P�X�Q�F�X�O�� �V�H�E�D�J�D�L�� �´�,�Q�G�R�Q�H�V�L�D�Q��

�&�R�D�V�W���*�X�D�U�G�µ���P�H�V�N�L�S�X�Q���G�H�Q�J�D�Q���S�H�U�E�H�G�D�D�Q���\�D�Q�J���F�X�N�X�S���M�H�O�D�V�� 
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DISKUSI  DAN TANGGAPAN SESI II  

 

1.  Laksmana Priambodo (Bakamla RI) 

Terkait paparan yang disampaikan narasumber pertama, 

Soleman B. Ponto, sangat bertolak belakang dengan aturan yang 

ada atau tidak sesuai dengan undang -undang. Jika melihat Badan 

Keamanan Laut (Bakamla ) terkait tugas, fungsi, dan 

kewenangannya maka  harus melihat secara utuh. Dalam undang -

undang memang disebut patroli, tetapi harus dilihat dalam konteks 

secara luas, tidak secara sempit, karena kalau melihat masalah 

keamanan laut , permasalahannya  sangat k ompleks. Demikian juga 

terkait dengan fungsi Bakamla, salah satunya disebutkan bahwa 

Bakamla melakukan penegakan hukum . Dengan demikian  apa 

yang dilakukan oleh Bakamla sudah jelas sesuai dengan peraturan 

perundang -undangan. Demikian juga dengan kewenangan , 

memang saat ini kewenangan Bakamla tidak sampai pada tahap 

penyidikan, hanya setelah dilakukan pen yidikan  harus diserahkan 

ke instansi terkait yang berwenang. Oleh karena itu, dengan 

adanya revisi terhadap Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2014 

tentang Kelaut an , maka kembali kepada DPR RI atau Pansus, 

apakah kewenangan Bakamla akan diperkuat? dan  apakah nanti 

sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa Bakamla akan 

disatukan dengan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) dan 

aka ada kewenangan penyidikannya?  

Selanjutnya, terkait dengan slide yang disampaikan 

narasumber pertama, di kaitkan dengan paparan dari narasumber 

kedua , Ahmaf Solihin  dan narasumber keempat,  Arie Afriansyah,  

dimana Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 

dinarasikan dan digambar kan sebagai sebuah kapal yang 

membawa banyak undang -undang. Hal yang digambarkan ini 

sangat terbalik , j ika melihat kembali pada pengaturan yang ada 

dalam Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, 

kewenangannya tersebut  hanya mengatur sebatas lau t teritorial . 
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Hal ini berbeda dengan slide yang kewenangannya digambarkan 

sampai pada ZEE. Ini lah yang perlu dipertanyakan , apakah 

kewenangan Undang -Undang Pelayaran sudah mengatur sampai 

kesana? . Selanjutnya  kaitannya dengan Indonesia Coast Guard, 

apakah  selama ini amanat pengaturan kepada Peraturan 

Pemerintah (PP) mengenai Indonesia coast guard  sudah 

dilaksanakan? Aturan ini sudah berapa tahun berjalan, namun 

sampai saat ini belum dilaksanakan. Selain itu, bagaimana juga 

menyikapi arahan Bapak Presiden t erkait embrio coast guard ?. 

Munculnya wacana revisi terhadap Undang -Undang Nomor 32 

tahun 2014 tentang Kelautan seakan -akan menjadi persoalan  bagi 

beberapa  pihak.  Terkait slide mengenai penyidikan dalam slide 85  

yang disampaikan oleh narasumber  pertama , Suleman B. Ponto,  

menyebutkan kewtnangannya sampai  wilayah yurisdiksi  ZEE, hal 

ini sangat tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada.  

 

2.  AKBP Esnet (Dikkum Kepolisian Negara Republik Indonesia) 

Dalam keynote speech yang disampaikan oleh Ketua Pansus 

RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 

tentang Kelautan menyatakan bahwa tidak ada kewenangan 

lembaga manapun yang diambil. Selain itu,  dalam pembentukan 

RUU ini harus ada novelty . Adapun contoh novelty  yang 

disampaikan adalah pada saat main catur, jika dianalogikan 

dengan catur maka artinya adalah papan catur sebagai arenanya. 

Kalau ingin membuat novelty , maka harus ada arenanya dulu. 

Terkait dengan hal itu, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (4) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

diamanatkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah 

alat negara dalam penegakan hukum. Selanjutnya terkait dengan 

penegakan hukum, dalam KUHAP dikenal asas legalitas, bahwa 

penyidik ada 2 (dua) yaitu penyidik Polri dan PPNS, inilah yang 

dmaksud dengan arena-arena tersebut. Sedangkan  masalah -
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masalah teknis mengenai PPNS sudah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 

Terkait perubahan materi muatan undang -undang , apabila 

sudah masuk dalam omnibus law  dan ingin mengubah  pasal 

tersebut , maka harus  diubah melalui omnibus. Akan tetapi, jika 

tidak ikut diubah dalam UU omnibus maka dapat  diubah dengan 

undang -undang sektoral. Misalnya, beberapa pasal dalam UU 

Pelayaran yang tidak diubah omnibus, maka untuk mengubah 

ketentuan ini, bisa dilakukan dal am UU Pelayaran, sehingga tidak 

perlu diubah dengan UU Kelautan. Mungkin itu maksud dari 

ketentuan Pasal 97A UU tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang -Undangan . 

 

3.  Eko Juwarno (Pelaku Usaha) 

Terkait paparan dari para narasumber, keempat narasumber 

memiliki inti permasalahan yang sama, hanya berbeda cara 

penyampaian saja. Beberapa permasalahan tersebut, yaitu: 

1.  Kolaborasi antara KPLP dengan Bakamla;  

2.  Membandingkan beberapa coast guard di berbagai negara 

sahabat yang juga mengatur mengenai integrasi KPLP dengan 

Bakamla; 

3.  Narsum keempat , dengan tegas menyampaikan mengenai 

kewenangan, Meskipun awalnya berbeda dengan narasumber 

pertama, tetapi ujungnya menawarkan hal yang sama juga, yang 

intinya adalah fusi; dan  

4.  Fusi dari KPLP dan Bakamla melalui apa yang disampaikan oleh 

Menko Marves. 

Jika yang dicari novelty , maka sebenarnya tidak perlu lagi dibahas  

dalam revisi UU Kelautan, tetapi cukup di bahas melalui revisi UU 

Pelayaran seperti yang ditawarkan oleh narasumber  keempat, bahwa 

Pasal mengenai coast guard  tadi bisa dibentuk setelah 3 tahun, maka 

tidak otomatis berlaku, sehingga harus ada penyatuan.  
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LAMPIRAN 
I.  RUNDOWN KEGIATAN  

 
 

RUNDOWN  
Focus Group Discussion  
�´�7�$�7�$���.�(�/�2�/�$���.�(�/�$�8�7�$�1�� 

DALAM MENJAGA KEBERLANGSUNGAN KEHIDUPAN DI LAUT 
DAN KEBERLANJUTAN PEMANFAATAN SUMBER �'�$�<�$���/�$�8�7�µ  

 
Hotel Pullman 

Rabu, 15 Mei 2024 
 

KEGIATAN  WAKTU  URAIAN KEGIATAN  

RABU, 15 MEI 2024  

Registrasi 08.00 -08.30  

 Pendaftaran dan Registrasi Peserta FGD 
 Penanyangan Video Profil Badan Keahlian 

DPR RI 
 

Sesi 
Pembukaan 

08.30 -09.30  

 Pembukaan oleh MC 
 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 
 Pembacaan Doa:  

Ihsan Baduri Nasution, S.H., S.Si.  
 Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI 

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.  
 Keynote Speech & Pembukaan Acara FGD 

Bapak Drs. Utut Adianto  
(Ketua Pansus RUU Kelautan DPR RI)  

 Penyerahan Cinderamata kepada 
Narasumber & Foto Bersama 

Sesi 
Diskusi I 

 
09.30 -11.45  

Pembicara:  
1.  Kementerian Kelautan dan Perikanan  
2.  Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian 

Perhubungan   
3.  INSA  
4.  Dr. Achmad Redi  

(Dosen Fakultas Hukum Universitas 
Borobudur)  

 
Moderator :   
Muhammad Yusuf, S.H.,M.H.  
(Perancang Peraturan Perundang -Undangan)  
 
Note:  
Pemaparan narasumber (@20 menit)  
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KEGIATAN  WAKTU  URAIAN KEGIATAN  

Sesi tanya jawab (45 menit)  

 11.45 - 12.00  Penutupan Sesi I dan Foto Bersama  

 12.00 -13.00  Ishoma  

Sesi 
Diskusi II 

 
13.00 -15.45  

Pembicara:  
1.  Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. 

Ponto, S.T., M.H.  
2.  Arie Afriansyah, S.H., M.I.L., Ph.D  

(Dosen Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia)  

3.  Akhmad Solihin, S.Pi, MH  
(Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu 
Kelautan ) 

4.  Badan Keamanan Laut  
 
Moderator :   
Riyanto Wujarso  
(Tenaga Ahli Komisi I DPR RI)  
 
Note:  
Pemaparan narasumber (@20 menit)  
Sesi tanya jawab (45 menit)  

Sesi 
Penutupan 

15.45 -16.00  
Penutupan oleh MC  

 

KAMIS, 16 Mei 2024  

Diskusi 
Internal  

09.00 -12.00  
Diskusi Internal Tim untuk membuat 
Kesimpulan, pokok pikiran dan rekomendasi 
terhadap pengelolaan kelautan  

Sesi 
Penutupan 

12.00 -13.00  Penutupan dan ISHOMA  

 

 

 
 
 
 

 



 

 

 
II.  MATERI DAN PAPARAN NARASUMBER 

 
PAPARAN SESI I 
 
1.  Muh. Firdaus Agung Kunto Kurniawan, ST.,M.Sc.,Ph.D. 

(Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut 
Kementerian Kelautan dan Perikanan) 

2.  Jon Kenedi M.Mar Eng, MM (Direktur Kesatuan Penjagaan Laut 
dan Pantai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian 
Perhubungan Republik Indonesia) 

3.  Darmansyah Tanamas  (Indonesian National �6�K�L�S�R�Z�Q�H�U�V�·��
Association (INSA)) 

4.  DR. Ahmad Redi, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas 
Borobudur 
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! Pengiriman barang dari pengirim ( shipper) hingga penerima barang

(consignee) dilakukan melalui beberapa moda.

! Penggunaan peti kemas mempermudah alur pergerakan barang
! Komposisi biaya angkutan laut meliputi : 

A + E = 50%

B + D = 31%
C = 19%

!"#"$%&'%& (
A. Trucking dari shipper menuju pelabuhan muat

B. Transfer barang dari gate pelabuhan menuju kapal untuk mu at
C. Pengiriman melalui jalur laut
D.Transfer barang dari dermaga bongkar menuju gate 

pelabuhan bongkar

E. Trucking dari gate pelabuhan menuju consignee
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1. melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;
2. melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan 

pencemaran di laut;
3. pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal;
4. pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, 

serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut;
5. pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan
6. mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di 

laut.

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum penegakan 
hukum di laut;

2. menyusun kebijakan dan standar prosedur operasi penegakan 
hukum di laut secara terpadu;

3. kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan 
pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan 
pengamanan aktivitas masyarakat dan Pemerintah di wilayah 
perairan Indonesia; dan

4. memberikan dukungan teknis administrasi di bidang penegakan 
hukum di laut secara terpadu

Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) adalah lembaga yang 
melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di 
laut dan pantai yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara 
teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri

1) Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan 
fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai.

2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga 
laut dan pantai.

3) Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan 
bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan 
oleh Menteri.

PENJAGAAN LAUT DAN 
PANTAI (SEA & COAST 

GUARD) 

Pasal 1 angka 59 Pasal 276

Pasal 277 Ayat 1 : Fungsi 
Pengawasan

Pasal 277 Ayat 2: Fungsi 
Koordinasi Keamanan Di Laut

Undang-Undang ini berlaku untuk:
a. semua kegiatan angkutan di perairan, 

kepelabuhanan, keselamatan dan 
keamanan pelayaran, serta perlindungan 
lingkungan maritim di perairan Indonesia;

b. semua kapal asing yang berlayar di perairan 
Indonesia; dan

c. semua kapal berbendera Indonesia yang 
berada di luar perairan Indonesia.
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PASAL 1 ANGKA 2:
Perairan Indonesia adalah laut teritorial 
Indonesia beserta perairan kepulauan dan 
perairan pedalamannya
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JUMLAH PEGAWAI PNS DAN PPNPN YANG BERTUGAS PADA 
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM 

(BIDANG KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI)
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Pasal 63 UU 32/2014 ttg Kelautan

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 61 dan Pasal 62 Badan Keamanan Laut berwenang: 

a. melakukan pengejaran seketika ; 

b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan    
menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenan g untuk 
pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan 

 
c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di 
wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. 
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PASAL 1 UU 16/2023 TTG LANDAS KONTINEN

1. Landas Kontinen adalah dasar laut dan tanah di 
bawahnya dari area di bawah permukaan laut  yang terletak di 
luar laut teritorial Indonesia, sepanjang kelanjutan alamiah 
wilayah daratan hingga pinggiran luar tepian kontinen, atau 
hingga suatu jarak 20O (dua ratus) mil laut dari garis pangkal 
dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar 
tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling 
jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut atau sampai dengan 
jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu 
lima ratus) meter, atau berdasarkan perjanjian internasional 
dengan negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan 
dengan Indonesia. 
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Penjelasan pasal 9 Huruf b UU 34/2004 ttg TNI

Yang dimaksud dengan menegakkan hukum dan menjaga k eamanan

adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan deng an penegakan

hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI AL ( constabulary

function ) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan k etentuan

perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi anc aman

tindakankekerasan, ancaman navigasi, serta pelangga ran hukum di wilayah

laut yurisdiksi nasional. Menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh

TNI AL di laut, terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan,

penyelidikan, dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan

kepada Kejaksaan, TNI AL tidak menyelenggarakan pen gadilan.
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PASAL 1 ANGKA 1 UU 16/2023 TTG LANDAS KONTINEN

1. Landas Kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawahnya dari area 
di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial 
Indonesia, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah dar atan hingga 
pinggiran luar tepian kontinen, atau hingga suatu j arak 20O (dua 
ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, 
dalam hal pinggiran luar tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut, 
hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut atau sampai 
dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua 
ribu lima ratus) meter, atau berdasarkan perjanjian internasional 
dengan negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan 
dengan Indonesia. 
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(1) Penyidikan tindak pidana di Landas Kontinen dilakukan oleh: 

a. penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia;
b. penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/ atau
c. penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; 

b. penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan hidup;
d. penyidik Pegawai Negeri Sipil energi dan sumber 
daya mineral; dan/ atau
e. penyidik Pegawai Negeri Sipil perikanan. 
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